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Judul Tesis : PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK (TRAFFICKING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 134 / PID.SUS / 2015 / PT. BDG)
Nama/NPM : Nadia Ruswita / 15260028
Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar Negara. Rumusan masalah yang penulis bahas dalam tesis ini adalah (1) Mengapa perlu penerapan sanksi hukum maksimal bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang khususnya anak (trafficking) ? dan (2) Bagaimana upaya penegak hukum untuk memberikan sanksi hukum maksimal bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang khususnya anak (trafficking) ?. Metode penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu memberikan gambaran tentang perlunya penerapan sanksi hukum maksimal bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang (trafficking) dan  upaya  penegak hukum untuk memberikan sanksi hukum maksimal bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang (trafficking), berdasarkan peraturan perundang-undangan. Akhirnya penulis berkesimpulan bahwa hukuman atau sanksi berat (maksimal) perlu bagi pelaku yang terlibat dalam kasus perdagangan manusia (trafficking) karena dampak yang dirasakan korban bisa menjadi sebuah trauma seumur hidup, Walaupun pelaku tindak mengambil kekayaan secara langsung, tetapi memaksa para korban agar dapat menguntungkan uang banyak dengan berbagai pekerjaan yang tidak seharusnya, seperti pekerja seks, buruh kasar dan budak. Tenaga mereka di peras secara habis-habisan tanpa menerima imbalan atau upah.
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